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ABSTRAK 
Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan hukum yang baru. Pada 
tahun 2014 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, sebagai 
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Ketentuan ini menjadi perdebatan, tidak terkecuali dalam pandangan hukum 
Islam. Karena sebelumnya belum ada hukum positif yang membolehkannya. 
Permasalahanpenelitianiniberfokus pada ketentuan dibolehkannya aborsi akibat 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi dan tinjauan hukum Islam terhadap dibolehkannya aborsi akibat 
perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi. 
 Penelitian ini sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut. Jenis 
penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, metode analisis datanya ialahcontent 
analysis, kemudian menelaahnya menggunakan teori Peraturan Perundang-
Undangan, teori Hak Asasi Manusia, teori Keadilan, dan teori Maqāṣid Syarīʽah. 
 Hasil penelitian ini ialah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan 
karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan 
kehamilan tidak lebih dari 40 hari, dan diselenggarakan dengan prosedur yang 
aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam 
hasilnya ialah bahwa aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan, karena tidak 
terwujudnya Maqāṣid Syarīʽah (ḥifẓual-nafs danḥifẓual-nasl). Selain itu, 
ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan 
keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan 
perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya 
tingkatan al-ḥājiyat. Menurut teori Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertentangan 
dengan UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan 
UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Sehingga ketentuan 
dibolehkannya aborsi akibatperkosaandalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 
tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sekaligus yang terdapat dalam UU 
Kesehatan semestinya harus dicabut. 
 




THE CONSIDERATION OF ISLAMIC LAW TO ABORTION 
PERMITTED OF RAPING CONSEQUENCE GOVERNMENT 
REGULATION NUMBER 61 YEAR 2014 ABOUT  
REPRODUCTION HEALTH 
 
By: Sabarudin Ahmad 
First Advisor : Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si. 
Second Advisor: Dr. Ahmad Dzakhoir, S.H.I., M.H.I. 
ABSTRACT 
The abortion of raping is a new problem of law. On 2014 the Government 
Law Number 61 year 2014 is legalized about Reproduction Health which 
permitting the abortion of raping consequence, as the implementer of regulation 
Number 36 year 2009 about Health. This decision is being a discussion, it is not 
except through Islamic law. It is because no positive law which permit it. The 
problem of the study focus on the certainty of abortion permitted of raping 
consequence in Government Regulation Number 61 year 2014 about 
Reproduction Health and the consideration of Islamic law of permitting the 
abortion of raping consequence in Government Regulation Number 61 year 2014 
about Reproduction Health. 
This study as an answer to the problem. The type of study was library 
research, where the analysis method was content anlysis, then analyzed by using 
the theories of Law Regulation, Human Right, Justice, and Maqāṣid Syarīʽah. 
Result of the study were the Government Law Number 61 year 2014 about 
Reproduction Health which permitting the abortion of raping consequence 
because of psycological traumatic of the victim, by some requeremenrs such as 
the pregnancy is not than 40 days, and apply the safe procedure, qualified, and 
responsible. While based on the consideration of Islamic law mentioned that the 
abortion of raping consequence is not permitted, because it is not appreared 
theMaqāṣid Syarīʽah (ḥifẓual-nafs andḥifẓual-nasl). Besides, this consideration 
also break the human right and does not show the justice which put aside the 
embryo‟s right, because the badness of a woman as raping victim is not at the 
level of aḍ-ḍaruriyat, but only on the level of al-ḥājiyat. Based on the theory of 
Law Regulation, the Government Law Number 61 year 2014 about Reproduction 
Health which contradicted to the UUD 1945, UU Number 39  year 1999 about 
Human Right, and UU Number 23 year 2002 about Children of Protection. So the 
certainty of abortion permit of raping consequence in the Government Law 
Number 61 year 2014 about Reproduction Health and also written in Health 
Regulation should be revoked. 
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yang berjudul “Tinjauan HukumIslam terhadap Dibolehkannya Aborsi 
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1. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor 
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2. Yang terhormat bapak H. Syaikhu, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari‟ah 
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3. Yang terhormat bapak H. Ahmad Dasuki, Lc., selaku Dosen pembimbing 
akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang 
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5. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas 
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6. Yang penulis cintai dan sayangiIbunda (Musngidah) danAyahanda 
(Suratman), penulis berikan penghormatan dan penghargaan yang tiada 
taranya, yang sampai diusia senjanya senantiasa memberikan motivasi, 
bimbingan, dan dukungan untuk terus belajar dan belajar.  
7. Yang penulis sayangi abang-abang dan kakak-kakak penulis, yang telah 
memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar penulis. 
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Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah 
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membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca 
sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. Āmīn yarobbal „ālamīn. 














 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Tinjauan 
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Reproduksi, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari 
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dkk.  : Dan kawan-kawan 
h.  : Halaman 
HAM  : Hak Asasi Manusia 
KB  : Keluarga Berencana 
KUHP  : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
MUI  : Majelis Ulama Indonesia 
No.  : Nomor 
PP  : PeraturanPemerintah 
Q.S.  : Qur‟an Surah 
Saw.  : Salallahu‟alaihiwasalam 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 
SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
Swt.  : Subhanahuwata‟ala 
t.np.  : tanpa nama penerbitan 
t.t.  : Tanpa tahun 









PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
  Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain ٬ koma terbalik 
غ gain g ge 
ؼ fa‟ f ef 
ؽ qaf q qi 
ؾ kaf k ka 
ؿ lam l el 
ـ mim l em 
ف nun n en 
ك wawu w em 
ق ha h ha 
ء hamzah ‟ apostrof 
ي ya‟ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ن دقعتم ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
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ء ياكلأ ةم ك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 ة كز طفا  ditulis zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 رَ  Fathah ditulis a 
 رِ  Kasrah ditulis i 
 رُ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis ā 
ةيله ج ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis ā 
يعس  ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
يم ك ditulis karīm 
Dammah + wawu 
mati 
ditulis ū 
ضك ف ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati ditulis ai 
مكني  ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis au 





G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ ditulis a‟antum 
تدعأ ditulis uʽiddat 
تم كش نئا ditulis la‟in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
فأ قا  Ditulis al-Qur‟ān 
س يقا  Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ء مسا  Ditulis as-Samā‟ 
سمشا  Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضك فا  يكذ Ditulis żawi al-furūḍ 
ةنسا  لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
 
